
BUPAT1 KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR ^.1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47D
ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 11 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 
sebngaimana telah diubah be be r a pa kali tey^khir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa, dinyatakan bahwa 
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu 
diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) 
huruf h, Pasal 9 ayat (3) huruf a, Pasal 28 ayat (1) 
huruf f, Pasal 30 ayat (6), Pasal 37 ayat (5), Pasal 
41 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b 
di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
Katingan tentang tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruynn, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perutidang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah be berapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 tentang PemiUhan Kepala Desa (Berita 
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2091) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalaifi Negeri Nomor 112 
Tahun 2014 tentang PemiUhan Kepala Desa (Rerim 
Negara Republik Indonesia Tahun
1409) ;
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum  
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036) scbagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Ferubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum  
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 
2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1222);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Thun 2018 Nomor 
611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun
2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Nomor 69);

12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Fembagian dan Fenetapan 
Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahu 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Katingan Nomor 611);

13. Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Fembagian dan Fenetapan 
Rincan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Nomor 
612);

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan 
Corona Virus Disease 2019 (COT—  “ —
Melalui Anggaran Pendapatan dan
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM  

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud
dcngan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabu paten 

Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator 

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan 
dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan.

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau 
yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis.

9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang 
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan 
dan merupakan mitra pemerintah desa dalam 
memberdayakan masyarakat.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan 
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. I

/ A  i
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12. Kepala Desa adalah pejabat Pemcrintah Desa yang 
mempunyai wcwcnang, tugas dan kewajiban untuk 
mcnyelenggarakan rumah langga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah.

13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala 
Desa yang berslfat konkrlt, Individual dan final.

14. Keputusan BPD adalah produk hukum yang dibuat 
oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 
tugas-tugas BPD;

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa 
yang dapat dinilnf dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa.

17. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan 
rakyat di desa dalam rangka mexnilih kepala desa yang 
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil.

18. Pemilihan Kepala Desa An tar Waktu adalah suatu 
proses pemilihan/ penggantian Kepala Desa yang 
berhenti antar waktu.

17. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten yang 
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten 
adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat 
Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan 
Kepala Desa.

18. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan yang 
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan 
adalah Panitia yang dibentuk oleh Camat untuk 
memfasilitasi proses Pemilihan Kepala Desa.

19. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang 
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa 
adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk 
menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang
selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana
pemungutan suara dalam pemilihan pada Tempat 
Pemungutan Suara.

21. Tim Pemantau adalah pemantau pencalonan dan 
pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten 
Katingan yang berkedudukan ditingkat kecamatan.

22. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara 
Republik Indonesia yang memenuhi syarat pada saat 
pendaftaran Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan 
Kepala Desa Antar Waktu sebelum ditetapkan sebagai
Calon Kepala Desa.

23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa 
yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai 
calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

24. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa 
yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk
dipilih oleh hak pilih 
Pemilihan Kepala Desa.

dalam pemungutanigutan. suara

/A V L
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25. Calon Kepala Deaa Terpilih adalah calon kepala desa 
yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan 
pemilihan Kepala Deaa.

26. Pcmilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan 
telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak 
pilih dalam pemilihan kepala desa.

27. Daftar Pcmilih Sementara yang selanjutnya disebut 
DPS adalah daftar pcmilih yang disusun berdasarkan 
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir yang 
telah diperbaharui dan dicek kembali atas 
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

28. Daftar Pcmilih Tam bah an adalah daftar pemilih yang 
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang 
bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih 
Sementara.

29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT 
adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia 
Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih 
dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.

30. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh 
Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon kepala 
desa dari penduduk desa yang bersangkutan.

31. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh 
Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi 
dan/atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan 
yang berlaku.

32. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih 
dalam rangka mendapatkan dukungan.

33. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh calon 
yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye 
serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis 
kampanye,

34. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut 
TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan 
suara.

35. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

36. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 

serentak atau bergelombang. yang terdiri dari ?
1) Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2) Ketentuan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3) Ketentuan Persyaratan Galon Kepala Desa pada 

Pemilihan Kepala Desa;
4) Pendanaan Pemilihan Kepala Desa;
5) Tahapan Kegiatan Pemilihe

BAB II
RUANG LINGKUP 

Pa sal 2

6) Tata Cara Pemungutan 
Desa;
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7) Pcnyelcsninn Pcrmnsalahan ataa Hasil Pemungutan 
Suara Pemitihan Kcpaia Desa; dan

8) Pendannan PemiHhan Kcpaia Dean Serentak dari 
sumbcr APUD Kabupaten Katingan.

b. Pcngaturan I’elakaannan Ppmllihan Kepnln Desa Antar 
Waktu, yang tcrdirl dari
1) Waktu Pelaksannan PemiHhan Kcpaia Desa; '
2) Keientuan Panitia PemiHhan Kepala Desa;
3) Ketcntunn Persyaratnn Calon Kepala Desa; ✓
4) Pendanaan PemiHhan Kepala Desa; "
5) Tahapan Kcgiatan PemiHhan Kepala Desa; "
0) Tata Cara Pemungutan Suara PemiHhan Kepal^ 

Desa; dan
7) Penyelesaian Permasalahan atas Pemilihan Kepala ^ 

Desa.
c. Ketentuan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa

Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 
dalam situasi pandemi COVID-19. ^

d. Ketentuan pemberian sanksi dalam Pemilihan Kepala 
Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar 
Waktu; dan

e. Pelantikan calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan 
Kepala Desa Serentak dan/atau hasil Pemilihan Kepala 
Desa Antar Waktu.

BAB III
WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

(1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dilakukan 
secara serentak atau bergelombang paling banyak 3 
(tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enamj tahun.

(2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati.

(3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang 
sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan:
a. pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan 

Kepala Desa;
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. ketersediaan ASN di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai 
penjabat Kepala Desa.

(4) Jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

Pasal4

Panitia Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau 
bergelombang terdlri dart i
a. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang dibentuk 

oleh Bupati; dan
b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang 

BPD.
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Pasai 5

(1) Kcnnggotaan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten 
sebagaimana dimaksud Pasnl 4 huruf a, terdiri dari:
a. Unsur forum koordinnsi plmpinan daerah 

kabupaten, yaitu :
1) Dupatl dan Wakil Bupati;
2) Plmpinan DPRD Knbupatcn;
3) Pimpinan Kepolisian Kabupten;
4) Plmpinan Tentara Nasional Indonesia di 

Kabupaten;
5) Plmpinan Kcjaksaan Negeri di Kabupaten; dan
6) Pimpinan Pengadiian Negeri di Kabupaten.

b. Unsur Pejabat Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten, yaitu :
1) Sekretaris Daerah;
2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten;
4) Inspektorat Kabupaten;
5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten;
6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
7) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;

8) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten;

9) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 
Kabupaten

10) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 
Kabupaten; dan

11) Kepala BPBD Kabupaten; dan
12) Unsur terkait lainnya.

c. Sub Kepanitiaan Kecamatan dalam Pemilihan 
Kepala Desa dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, 
dengan keanggotaan terdiri dari :
1) Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, 

yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan 
kewilayah Tentara Nasional Indonesia;

2) Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 
2019 kecamatan; dan

3) Unsur terkait lainnya.
(2) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ;
a. Pengarah;
b. Penanggungjawab;
c. Ketua;
d. Wakil Ketua;
e. Sekretaris; dan
f. Anggota.

(3) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati.

(4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas 
meliputi:
a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan

menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan 
pemilihan tingkat kabupaten; / r b  I
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b. Melakukan binibingan teknls pelaksanaan
pemllihan kepala dess terhadap panitia pemHihan 
kepala dean tingkat desa; -

c. Menetapkan Jumlah surat suara dan kotak suara;
d. Memfasilitasi pcncetakan surat suara dan

pembuatan kotak suara serta perlengkapan
pcmilihan lainnya;

e. Menyompaikan surat suara dan kotak suara dan 
perlengkapan pcmilihan lalnnya kepada panitla 
pemiliiian;

f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan 
kepala desa ditingkat kabupaten;

g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan 
Kepala Desa dan melaporljan serta membuat 
rekomendasi kepada Bupati;

h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
pemilihan; dan ^

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. '

(5) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d 
dan huruf e dapat ditugaskan kepada E>esa;

(6) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang 
ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) diatur secara proposional dan ditetapkan 
melalui keputusan Bupati.

(7) Sub Kepanitiaan Kecamatan pemilihan Kepala Desa 
mempunyai tugas, meliputi:
a. Mengkoordinasikan penyelenggarakan semua 

tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kecamatan;
b. Memfasilitasi bimbingan teknis pelaksanaan 

pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan 
kepala desa tingkat desa;

c. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
pemilihan kepala desa kepada Bupati Katingan 
untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepala 
desa;

d. Melakukan distribusi logistik pemilihan kepala desa 
ke panitia pemilihan di tingkat desa;

e. Memfasilitasi penyelesaian perseiisjhan pemilihan 
kepala desa di tingkat kecamatan. '

Pasal 6

(1) Keanggotann Panitia Pemilihan Tingkat Desa, terdiri 
dari:
1} Unsur Perangkat Desa;
2) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; -
3) Unsur Tokoh Masyarakt selatn anggota BPD. /

(2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD. *

(3) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam 
keputusan BPD, terdiri dari:
1) Ketua merangkap anggota;
2) Sekretaris merangkap anggota;
3) Bendahara merangkap anggota; /
4) 2 (dua) orang anggota.
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(4) p«nitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), mempunynl tugas ;
a. mcrencanakan. mengkoordinasikan,

trienvelcnggarakan, mengnwasi dan mengendalikan 
ac?mua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. menyusun jadwal tahapan kegiatan Pemilihan 
Kepala Desa dengan mengneu pada jadwal yang 
telah ditetapkan oleh Bupatl;

c. menyusun dan menetapkan tata tertib serta berita 
ncara kesepakatan pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Desa; r

d. menyusun dan menetapkan jumlah TPS serta 
anggota KPPS paling banyak 7 {tujuh) orang masing- 
masingTPS; "

e. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi agenda
Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa 
setempat; f

f. mengumumkan agenda jadwal tahapan kegiatan
Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa 
setempat; "

g. melakukan pendaftaran pemilih, menetapkan dan 
mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar 
pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap;

h. melaksanakan pembukaan pendaftaran dan seleksi 
administrasi Bakal Calon Kepala Desa; -

i. menetapkan calon yang telah memenuhi 
persy aratan;

j. menetapkan jumlah surat suara dan kota suara; J
k. menyiapkan tempat pelaksanaan pemungutan 

suara;
l. menetapkan tatacara pelaksanaan kampanye 

sekaligus memfasilitasi kegiatan visi dan misi Calon 
Kepala Desa; '

m. menetapkan saksi-saksi yang diusulkan oleh Calon 
Kepala Desa; /

n. menyampaikan undangan pelaksanaan pemungutan 
suara kepada masyarakat yang memiliki hak pilih; *

o. melaksanakan pemunutan suara dengan tertib, 
aman, lancar dan teratur; ✓

p. melaksanakan penghitungan suara secara cermat, 
teransparan dan tertib;

q. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam 
setiap tahapan pemilihan Kepala Desa sesuai 
dengan kewenangannya;

r. menetapkan dan mengumumkan ha ail rekapitulasi 
penghitungan suara;

s. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
t. membuat berit acara Pemilihan Kepala Desa, yang 

meliputi berita acara penetapan nomor urut Calon 
Kepala Desa, berita acara jalannya pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa, berita acara pemungutan 
dan hasil penghitungan suara; dan

u. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

(5) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf d berjumlah 7 (tujuh) orang dapat berasal dari 
unsur pengurus LKD atau warga masyarakat desa# 
setempat yang berdekatan dengan rencana lokasi TPS, ’u/ f  M:
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(6) Susunan Kepanitiaan KPPS adalah scbagai berikut:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggotn; dan
b, 6 (enam) orang anggota.

(7) Tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud ayat (6), 
terdiri :
a. tugas pada saat pemungutan suara; dan
b. tugas pada sat penghitungan suara.

(8) Tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud ayat (7) 
hurnf a, dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggota KPPS Pertama selaku Ketua :

1) Paling lam bat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan 
Suara, memberikan penjelasan kepada anggota 
KPPS mengenai tata cara pelaksanaan 
Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 
serta pembagian tugas anggota KPPS;

2) Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari 
Pemungutan Suara, anggota KPPS memllih salah 
satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS; dan

3) Dalam hal terdapat 1 (satu) sampai 2 (dua) orang 
anggota KPPS berhalangan pada hari 
pemungutan Suara, pembagian tugas masing-

b.

c.

d.

e.

masing anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua 
KPPS dalam berita acara.

Anggota KPPS Kedua mempunyai tugas membantu 
Ketua KPPS di meja ketua dan / atau tugas lain. 
Anggota KPPS Ketiga bertempat di dekat pintu 
masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih 
yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara :
1) memcriksa tanda khusus berupa tinta pada jari- 

jari tangan pemilih; dan
2) meneliti Pemilih Dalam Daftar Pemilih.
Anggota KPPS Keempat bertempat di dekat kotak 
suara, bertugas mengatur pemilih yang akan 
memasukkan Surat Suara ke dalam Kotak Suara. 
Anggota KPPS Kelima bertempat di dekat pintu 
keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa 
tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa 
pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak 
pilihnya.
Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh, bertugas :
1) melakukan pengukuran suhu tubuh bagi 

pengguna hak pilih;
memastikanpara pengguna hak pilih untuk 
memakai masker yang telah disediakan, mencuci 
tangan dan menggunakan hand sanitizier; dan 
mengatur ketertiban dan keamanan selama 
proses pemungutan suara.

(9) Tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) huruf b, dengan rincian ; 
a. Anggota KPPS Pertama selaku Ketua :

1) memimpin dan mengawal rapat penghitungan 
suara sesuai ketentuan.
memeriksa Kembali dokumen hasil penghitungan 
suara Bersama para saksi sebelum dilaporkan 
kepada Ketua Panitia Tingkat Desa; dan 
memfoto hasil penghitungan suara be serta foto . 
bersama para saksi dengan _ lembar

f.

2 )

3.

2 )

3 )

7n r
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penghitungan suara kcpada Ketua Panitia 
melalul aplikasi telepon sclular yang dlscpakatl.

b. Anggota KPPS Kedua bertugas membuka Surat 
Suara dan menyernhkan kcpada petugas KPPS Iain 
yang memperlihatkan kcpada para saksi;

c. Anggota KPPS Ketiga bcrtugas memperlihatkan 
surat suara yang telah dibuka dan memperlihatkan 
kcpada para saksi untuk klarifikasi keabsahan 
sural suara scrta mcnyebutkan nomor yang dicoblos 
atau tidak sahnya surat suara untuk didengar dan 
dicatat oleh Petugas KPPS dl papan penghitungan 
suara;

d. Anggota KPPS Keempat bertugas mencatat hasil 
konfirmasi atas surat suara yang telah sah atau 
tudak sah ke papan penghitungan suara;

e. Anggota KPPS Kelima melipat Kembaii surat suara 
yang telah dicatat hasilnya di papan penghitungan 
suara dan mengikat setiap 20 (dua puluh) atau 50 
(lima puluh) surat suara; dan

f. Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas 
menjaga ketenteraman dan keamanan di TPS yang 
dalam me laksanakan tugasnya 1 (satu) orang 
berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) 
orang di depan pintu keluar.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa 
dapat mengangkat Petugas Pendataan dan verifikasi Daftar 
Pemilih.

Pasal 8

(1) Dalam me laksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan
Tingkat Desa berkewajiban :
a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil;
b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap 

tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan 
informasi kepada masyarakat;

c. melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa tepat 
waktu; dan

d. memfa8ilitasi bukti administrasi atas belanja desa 
untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa yang 
dikoordinir oleh bendahara dan disampaikan kepada 
pelaksana kegiatan anggaran (KPA) APB Desa yang 
membidangi.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan
Tingkat Desa mempunyai wewenang :
a. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon 

Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang 
ditentukan;

b. mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling 
banyak 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang 
memenuhi syarat;

c. mengundi dan menetapkan nomor urut Calon 
Kepala Desa; dan

d. menetapkan dan mengesahkan 
suara.
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(3) Dalam mclaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan 
Tingkat Desa, dilarang:
a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam 

pemenangan salah satu calon kcpala desa;
b. melakukan tlndakan yang bersifat diskriminatif 

terhadap calon kepala desa;
c. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon 

kepala desa; dan
d. menerima barang, uang dan/atau sesuatu dalam 

bentuk apapun dari calon kepala desa atau pihak 
lain yang diketahui atau patut diduga untuk 
memenangkan salah satu calon

(4) Masil Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa 
dilaporkan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati 
melalui Camat.

(5) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Tingkat 
Desa mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau 
berhalangan tetap, maka keanggotaannya digantikan 
dari unsur yang sama.

(6) Dalam melakukan penggantian keanggotan Panitia 
Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), BPD dapat meminta pertimbangan hasil 
keputusan musyawarah desa.

(1) Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia
baik dari desa setempat maupun dari luar desa yang
melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka 
Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah 
Menengah Pertama atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun 
pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. tidak sedang menjalani hukuman pindana penjara;
h. tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) 
tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan 
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada 
publik bahwa yang bersangkutan
serta bukan pelaku kejahatan ben

BAB V
CALON KEPALA DESA 

Pasal9
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i. tidak sedan# dicabut hak pllihnya sesuai dengan 
putusan pengadilan yang telah mempunvai 
kekuatan hukurn letap;

j. berbndnn achat;
k. tidnk pcrnah scbagni Kcpala Dcao selama 3 (tiga) 

kali masa jabatan; dan bebas Narkotika dan 
Psikotropika.

(3) Persyaratan scbagnlmana dimaksud pada ayat (2) 
dibuktikan dengan dokumen admlnlstrasi sebogai 
berikut:
a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll 
Kabupaten atau sebutan lain yang menangani 
urusan kependudukan di Tingkat Kabupaten; *

b. surat pemyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di 
atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup 
sesuai dengan ketentuan perandang - undangan;

c. surat pemyataan setia dan taat kepada Pancasila 
sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta 
Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di 
atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup 
sesuai dengan ketentuan peraturan perandang - 
undangan; /"

d. fotocopy ijasah Pendidikan formal dari tingkat 
sekolah dasar sampai dengan Sekolah Menengah 
Pertama atau sederajat yang dilegalisasi oleh 
pejabat yang berwenang; s

e. fotocopy akte kelahiran atau surat keterangan kenal 
lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; "

f. surat pemyataan bersedia dicalonkan menjadi 
Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan 
diatas kertas segel atau bermaterai cukup; s

g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang 
menyatakan tidak pemah dihukum penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau 
lebih; f

h. sumt keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa 
tidak sedang dicabut hak pilihnya; /

i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit 
daerah; '

j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari 
kepolisian; +

k. surat pemyataan sanggup bertempat tinggal di 
wilayah desa setempat selama mepjabat Kepala 
Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas 
kertas segel atau bermaterai cukup; /

l. surat pemyataan tidak akan mengundurkan diri 
apabila telah ditetapkan sebagai Calon Kepala 
Desa; /

m. surat keterangan bebas Narkoba dan Psikotropika 
dari Rumah Sakit Umum “
Kabupaten Katingan;
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n. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm 
sebanyak 4 (empat) lcmbar:

o. surat pemyataan slap menerima dan mengakui 
hasil proses pemillhan Kepala Desa dengan sadar 
dan penuh tanggung jawab di atas kertas 
bermaterai; /

p. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat 
oleh bakal calon kepala desa;^-

Pasal 10

(1) PNS, TNI/POLRI, Pegawal BUMN/BUMD maupun
karyawan instansi dari penyelenggara negara/daerah 
lainnya yang mencalonkan diri sebagal Calon Kepala 
Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9, juga harus menyampaikan 
bukti fotocopy dokumen yin tertulis dari Pejabat 
Pembina Kepegawaian atau Pimpinan
Instansi/Lemjaaga yang berwenang pada saat 
mendaftar. ✓

(2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam 
pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, juga harus 
menyampaikan bukti fotocopy surat yin melaksanakan 
cuti yang diberikan oleh Kepala Desa atau Pejabat 
Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan
terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desp sampai 
dengan selesainya penetapan calon terpilih. s

(3) Bagi Kepala Desa atau Mantan Kepala Desayang akan 
mencalonkan diri Kembali selain memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
wajib menyampaikan bukti fotocopy surat keterangan 
camat bahwa telah menyerahkan Laporan Akhir Masa 
Jabatan dan fotocopy surat ijin melaksanakan cuti 
yang diberikan oleh Camat atas nama Bupati terhitung 
sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai 
bakal calonr sampai dengan selesainya penetapan calon 
terpilih. y

(4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas 
pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon 
Kepala Desa. '

(5) Bagi unsur pimpinan dan anggota BPD yang 
mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa selain 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9, juga harus melampirkan surat pemyataan 
pengunduran diri diatas kertas segel atau bermaterai 
cukup dari keanggotaan BPD yang ditujukan kepada 
Bupati melalui Camat pada saat mendaftarkan diri 
sebagai Bakal Calon Kepala Desa. /

(6) Pengurus LKD yang mencalonkan diri sebagai Bakal
Calon Kepala Desa selain memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga harus 
melampirkan surat pemyataan pengunduran diri di 
atas kertas segel atau bermaterai cukup dari 
keanggotaan LKD kepada Kepala Desa atau Penjabat 
Kepala Desa pada saat mendaftar sebagai bakal Calon/ 
Kepala Desa. /  7J
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(7) Pengurus partai politik vnng mcncalonkan diri scbagai 
Calon Kcpaln Desa harus non aktif dari keanggotaan 
dan/atau kcpengurusan partai politik yang 
bersangkutan yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dari pimpinannya yang satu tingkat lebih 
tinggi scsuni dengan AD/ART partai politik. x"'

Pasal 11

Dakal Calon Kepala Desa menyampaikan permohonnn 
mcncalonkan diri secarn tertulis dengan tinta hitam diatas 
kertas scgel atau bermaterai cukup kepada Panitia 
Pemilihan dilampiri berkas persyaratan yang telah 
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 
Pasal 10. /

BAB VI
PENDANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 

Pasal 12

(1) Pendanaan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
bersumber dari Alokasi Dana Desa dan sumber Iainnya 
yang sah. ^

(2) Pendanaan pemilihan Kepala Desa yang dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak 
boleh dari sumber pendapatan Dana Desa. /

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipergunakan untuk pengadaan :
a. Yang menjadi beban pendanaan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :
1. surat suara;
2. kotak suara;
3. honorarium panitia;
4. baliho dan spanduk;
5. penggandaan buku panduan untuk panitia;
6. biaya bimbingan teknis;
7. distribusi logistik;
8. biaya pelantikan kades terpilih; dan
9. biaya seleksi bakal calon kepala desa. *

b. Yang menjadi beban pendanaan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu :
1. biaya sewa;

(4)

(5)

(6)

2. ATKKPPS;
3. makan/minum KPPS;
4. kelengkapan peralatan Iainnya; dan
5. operaional KPPS. S

Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hruf 
a, termasuk kebutuhan penggandaan surat undangan 
hak pllih untuk kegiatan peraungutan suara.
Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) paling banyak ditambah 2,5 % (dua koma lima 
persen) dari jumlah DafTtar Pemilih Tetap. f  
Kelengkapan peralatan Iainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b angka 4, berupa :
1) Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Sekterariat dan .
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2) Pa pan Penghitungan di masing-masing TPS;
3) Paket Bilik yang tcrdirl darl Bilik, Alat Coblos Paku 

dan Bantalan di masing-masing TPS; dan
4) Banner untuk Penghitungan Suara, Identitas Nomor 

TPS, Pengumuman Tahapan Pcmilihan Kepala Desa, 
Pcngumuman Foto dan Nomor Urut Calon Kepala 
Desa serta untuk nama kegiatan di Tlap Tahapan 
l*emilihan Kepala Desa. ^

5) Sewa, meliputi:
1) Paket Tenda dimasing-masing TPS;
2) Kursi dan Meja di masing-masing TPS;
3) Penyedfaan Sumber Listrik di Sekretariat dan 

masing-masing TPS;
4) Laptop dan Printer Sekretariat;
5) Kendaran Roda Empat;
6) Pengeras Suara ditiap kegiatan Tahapan 

Pemilihan Kepala Desa; dan/atau
7) Penyediaan Paket Pulsa Telepon Genggam untuk 

Panitia Sekretariat dan Petugas TPS.
(6) Spesifikasi surat suara, kotak suara, bilik, papan 

penghitungan dan banner dapat mengacu pada 
spesifikasi dalam penyelenggaran pemilihan umum; /

(7) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf d, terdiri d a ri:
a. Honoraium Panitia Pemilihan Tingkat 

Kecamatan; /
b. Honoraium Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
c. Honorarium petugas pendukung pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa serentak, untuk kegiatan:
1) pendataan dan Pendaftaran Pemilih;
2) pelipatan, sortir dan pengepakan surat suara;
3) distribusi kotak suara, surat suara dan 

kelengkapan lainnya;
4) penyampaian surat undangan pemungutan 

suara kepada hak pilih;
5) petugas TPS sejumlah 7 (tujuh) orang;
6) pengamanan pengambilan kotak suara, surat 

suara dan kelengkapan peralatan lainnya 
pada hari H pemungutan suara; dan/atau

7) pedoman standar honorarium, diatur lebih 
lanjut dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan . 
Bupati ini.

BAB VII
TAHAPAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA 

Bagian Kesatu
Ketentuan Tahapan Pemilihan Kepala Desa 

Pasal 13

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. kampanye;
d. pemungutan suara; dan
e. penetapan.
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(2) Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan 
Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa

(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (1) huruf a, terdiri d a r i:
a. pemberitahuan Badan Permusvawaratan Desa 

kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan 
yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir 
masa jabatan;

b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh
Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam 
jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada 
Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa 
jabatan;

(2) Dalam hal terdapat penyesuaian jadwal atau 
penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 
serentak, maka untuk jadwal pembentukan panitia 
pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan. ^

(1) Petugas pendataan dan pendaftaran pemilih, menjadi 
salah satu anggota KPPS di tiap TPS.

(2) Pemilih adalah penduduk desa warga negara Republik 
Indonesia selain anggota TNI/POLRI aktif, yang :
a. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) 

bulan sebelum terdaftar dalam daftar pemilih 
sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda 
Penduduk .atau surat keterangan penduduk 
setempat; '

b. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa 
sudah berusia 17 (tujuh betas) tahun atau 
sudah/pemah menikah secara sah yang dibuktikan 
dengan surat nikah yang dilegaliair Kan tor Urusan 
Agama; /

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 
keputusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; /

d. nyata-nyata tidak sedang terganggu 
jiwanya/ingatannya; dan ,

e. tercatat dalam daftar pemilih tetap. /
(3) Data pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data 

penduduk di desa. ^
(4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan karena:
a. memcnuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan 

hari dan tanggal pemungut * * ‘ Jr
17 (tujuh belas) tahun;

Bagian Kedua 
Tahap Persiapan 

Pasal 14

Pasal 15
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b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah 
/pcmah mcnlkah;

C. tciah meninggal dunia;
cl. pindah domisili ke desa lain; dan/atau
e. belum terdaftar.

(5) Berdasarkan data pemilih sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), maka Panitia Pcmilihan Tingkat Desa 
Menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.^

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh panitia 
pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau 
masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

(3) Usui perbaikan dan/atau perubahan daftar pemilih 
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
diajukan melebihi waktu pengumuman DPS, tidak 
dapat diterima. s

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat 
mcngajukan usul perbaikan mengenai pcnulisan nama 
dan/atau klentitas lainnya. /

(2) SelainSelain usul perbaikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat 
mcmbcriknn inforrnasi yang meliputi:
a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; >
b. pemilih sudah tidak berdomisili dl desa tersebut; '
c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh 

belas) tahun; atau
d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak 

memenuhi syarat sebagai pemilih.
(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia 
pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih/ 
sementara.

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan 
kepada Panitia Pemilihan melalui pengurtis Rukun 
Tetangga/Rukun Warga.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didaftarkan sebagai pemilih tambahan

(3) Pelaksanaan pencatatan data pemilih tambahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai setelah 
penetapan colon Kepala Desa.

(4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dilaka t 3

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18
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PassI 19

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia 
Pemilihan pada ternpat yang mudah dijangkau oleh 
masyarnknt.

(2) Jnngka waktu pengumuman daftar pcmillh tambahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
sc lama 3 (tlga) hari terhltung sejak bcrakhimya jangka 
waktu penyusunan tambahan.

(3) Usui perbaikan dan/atau perubahan daftar pemilih 
tambahan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) yang 
di^Jukan melebihl waktu pengumuman, tidak dapat 
dltcrima. ^

Pasal 20

(1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan 
daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan daftar 
pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 sebagai daftar pemilih tetap berdasarkan hasil 
kesepakatan dengan para calon Kepala Desa.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani 
oleh ketua panitia dan masing-masing calon Kepala 
Desa

Pasal 21

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20, diumumkan di ternpat yang strategis di desa 
untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) 
hari terhitung sejak berakhimya jangka waktu 
penyusunan daftar pemilih tetap

(3) Usulan perbaikan dan/atau perubahan Daftar pemilih 
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
diajukan melebihi waktu pengumuman DPT, tidak 
dapat diterima.

Pasal 22

(1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia 
menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

(2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai 
bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat 
perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat 
pemungutan suara, harus terdaftar dalam daftar 
pemilih tetap berdasarkan hasil 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
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(2) Daftar pcmilih tctap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang sudah disahkan olch panitia pemilihan tldak 
dapat diubah, kecuali ada pcmilih yang menlnggal 
dunia, panitia pemilihan membubuhkan Catalan dalam 
daftar pcmilih tetap pada kolom keterangan "menlnggal 
dunia".

(3) Pemillh yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, 
tldak dapat menggunakan hak memilfh apabila tidak 
lag! memcnuhl syarat sebagaimana dimaksud dalam 
Pa sal 15 ayat (2).

Bagian Kctiga 
Tahap Pencalonan 

Pasal 24

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan serta 
membuka pendaftaran dan penjaringan Bakal Calon 
Kepala Desa, setelah melaksanakan sosialisasi dan 
pengumuman pendaftaran kepada masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman dan pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 9 
(sembilan) hari.

(3) Pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara 
bersamaan dengan memuat informasi kepada 
masyarakat mengenai masa dan sisa waktu 
pendaftaran.

(4) Berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa diterima 
oleh Panitia apabila telah memenuhi dokumen 
persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10,

(5) Apabila bakal calon yang memenuhi berkas 
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan 
Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran 
paling lama 20 (dua puluh) hari.

(6) Apabila dalam masa perpanjangan telah terpen uhi 
minimal 2 (dua) orang pendaftar, maka panitia 
menutup pendaftaran setelah jam penerimaan 
pendaftaran pada hari tersebut berakhir. S

(7) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan 
tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu 
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 
sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. y '

Pasal 25

(1) Penelitian dan veriftkasi berkas administrasi bakal 
calon Kepala Desa, dengan ketentuan :
a. Penelitian dan veriftkasi atas kelengkapan dan 

keabsahan administrasi paling lama 1 (satu) hari 
setelah penutupan pendaftaran, yang dilakukan 
oleh panitia pemilihan tingkat desa bersama

Calon Kepalav j. TMuspika dengan menghadirkan B 
Desa;

Dipindai dengan CamScanner



•  22 -

b. klarifikasi berkas ijnzah bakal colon Kepnlo Desa 
kepada Installs! yang berwenang atas surat 
kcterangan yong tcloh dlterbitkan yang difnku kon 
oleh panitia pcrnllihon tingkot desa, poling Inmo 10 
(sembiian belos) hnri setelah Pcnclitlan don 
verifikasi atas keicngkapan dan keabsahan 
administrasi sebagaimana dimaksud poda huruf a;

c. pengumuman basil penelitian sebagaimana 
dimaksud poda huruf a, disampaikan kepadn 
masyarakat paling lama 3 (tiga) hari untuk 
memperolch masukan; dan <

d. dalam hal masukan masyarakat scbagalmana 
dimaksud poda huruf c dinyatakan terbukti sccara 
sah sehingga berdampak tidak terpenuhlnya 
persyaratan calon Kepala Desa, panitia pemilihan 
menetapkan berlta acara tentang tidak terpenuhlnya 
kelengkapan persyaratan calon Kepala Desa sebagai 
dasar pengumuman hasil penelltian Jtelengkapan 
administrasi bakal calon Kepala Desa.

(2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu pengumuman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak 
terdapat masukan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf c panitia dapat menindaklanjuti tahap 
selanjutnya. '

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, mempedomani. format sebagaimana lampiran 
peraturan bupati ini.

(4) Apabila dari hasil penelitian dan verifikasi berkas 
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdapat berkas administrasi Bakal Calon yang 
meragukan atau perlu diperbaiki, maka panitia 
mengembalikan berkas administrasi dimaksud kepada 
Bakal Calon Kepala Desa terkait dan yang 
bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi 
atau memperbaiki berkas, administrasinya dalam 
jangka waktu 5 (lima) hari.

(5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari sampai 
ditutupnya jam keija, Bakal Calon Kepala Desa yang 
bersangkutan tidak mele ngkapi / memperbaiki dan 
mengembalikan dokumen persyaratan administrasi 
kepada Panitia Pemilihan tingkat desa, maka Bakal 
Calon Kepala Desa tersebut dianggap mengundurkan 
diri dan dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala 
Desa yang dituangkan dalam surat keputusan Panitia 
Pemilihan KepalaJDesa dan disampaikan kepada yang 
bersangkutan. ^

(6) Hasil Penelitian dan verifikasi berkas persyaratan 
administrasi bakal calon Kepala Desa dituangkan 
dalam berlta acara yang ditandatangani oleh Ketua 
Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Bakal Calon Kepala
Desa dan Pejabat Forum 
Kecamatan atau yang mewakili.
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Pflsol 26

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi 
pcrsyoratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
berjumlnh paling sedikit 2 (dua) orang dan paling 
banyak 5 (lima) orang, Panltla pemllihan Kepala Desa 
mcnetapkan bakol calon Kepala Desa menjadi calon 
Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (1) diumumkan kepada 
masyarakat.

Pasal 27

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 lebih dari 5 
(lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa 
melakukan penjaringan 5 (lima) bakal calon Kepala 
Desa melalui seleksi tambahan berupa Ujian Tulis. ̂

(2) Ujian Tulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam 
rangka mengukur kapasitas Bakal Calon Kepala Desa 
mengenai kompetensi akademik dan pengetahuan di 
bidang pemerfntahan. y

(3) Pelaksanaan seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diselenggarakan dengan jadwal yang telah 
ditetapkan oleh Bupati. /

(4) Materi Soal ujian tulis dalam penjaringan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disiapkan oleh 
Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten. /

(5) Jumlah soal materi ujian tulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) minimal sebanyak 50 (lima puluh) soal. /

(6) Biaya pelaksanaan ujian tulis bagi bakal calon Kepala 
Desa dibebankan pada APBD Kabupaten. /

Pasal 28

(1) Sebelum pelaksanaan ujian tulis, Panitia Pemilihan 
tingkat Kabupaten agar mengklariJOLkasi Bakal Calon 
Kepala Desa terhadap proses yang telah dilaksanakan 
sebelumnya dan masing-masing peserta 
menandatangani surat pemyataan siap menerima hasil 
tes tulis. ^

(2) Koreksi terhadap lembar jawaban dan pengumuman 
hasil ujian tulis dilakukan oleh Panitia Pemilihan 
Tingkat Kabupaten pada hari yang sama kepada Bakal 
Calon Kepala Desa sebelum meninggalkan tempat 
ujian. ^

(3) Apabila terdapat nilai yang sama dari hasil tes tulis 
Bakal Calon Kepala Desa dalam memperebutkan 
peringkat lima besar, maka dilaksanakan tes tulis 
ulang pada hari yang sama bagi Bakal Calon Kepala 
Desa yang memiliki nilai sama 
dengan didapatkan peringkat nilai.
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(1) Penetapan Cttlon Kcpaln Desn dfscrtai dengan 
pcncntunn nomor urul tnolalui undion secnrn terbtikn 
oleh Panitia pemilihan, ^

(2) Undian nomor urut colon sebagaimana dimaksud podn 
ayat (1), dlhodiri oleh porn colon dan koordlnator saksi ̂

(3) Nomor urut don namo colon yang telah ditetapkan 
diausun daiom daftar colon don dituongkan dalam 
bcrito acorn penetapnn Colon Kcpala Desa.

Pasal 30

(1) Panitia melakukan proses pengadaan surat suara 
paling lam bat 1 (satu) hari sejak penetapan Nomor urut 
dan nama colon Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (3) -

(2) Proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) paling lama 15 (lima belas) hari. ^

Pasal 31

(1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilarang 
mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ditetapkan 
dan wajib menyampaikan surat mandat mengenai 
daftar nama koordinator dan anggota saksi sesuai 
dengan jumlah TPS kepada ketua panitia pemilihan 
tingkat desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal 
ditetapkannya nomor urut dan nama calon Kepala 
Desa. /

(2) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempedomani format pada lampiran peraturan bupati 
ini yang memuat materi tentang :
a. daftar nama koordinator dan anggota saksi yang 

diusulkan menempati TPS; s
b. pemberian mandat kepada koordinator dan anggota 

saksi untuk mengikuti proses pemungutan suara 
dimasing-masing TPS hingga ditetapkannya calon 
Kepala Desa terpilih di tiap TPS; ^

c. menilai keabsahan surat suara pada saat 
penghitungan suara; **•

d. menyampaikan saran maupun keberatan pada saat 
proses pemungutan dan penghitungan suara kepada 
KPPS terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan 
ketentuan dan kesepakatan; dan e

e. Menandatangani dokumen berita acara kesepakatan 
yang dibuat selama pemungutan suara dan 
dokumen berita acara hasil penghitungan suara 
yang difasilitasi oleh KPPS,

(3) Daftar nama koordinator dan anggota saksi calon Kepala 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan keputusan ketua panitia pemilihan tingkat desa 
paling lama 2 (dua) hari sejak 
calon Kepala Desa.
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Pa sal 32

(1) Panitia pemilihan mengumumkan mclalui media masa 
dan/atau pa pan pengumuman tentang nama calon yang 
telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 
tanggal ditetapkan.

(2) Pengumuman scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bcrsifat final dan mengikat.

Pa sal 33

(1) Dalam hal tcrdapat calon Kepala Desa yang meninggal 
dunia setelah ditetapkan dan tersisa paling sedikit 2 
(dua) orang yang akan hadir saat pemungutan suara, 
maka pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa tetap 
berjalan sesuai jadwal dengan memilih Calon Kepala 
Desa yang ada.

(2) Surat suara yang dicoblos pada gambar calon yang 
meninggal dunia dinyatakan tidak sah. /

(3) Calon Kepala Desa terpilih dalam pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
yang memperoleh suara terbanyak. ^

(4) Dalam hal karena salah satu calon Kepala Desa 
meninggal dunia sehingga tersisa 1 (satu) orang Calon 
Kepala Desa pada saat hari pemungutan suara, maka 
tahapan pemilihan Kepala Desa tetap berjalan sesuai 
jadwal dengan status suara hak pilih tej-hadap Calon 
Kepala Desa yang meninggal adalah sah. ^

(5) Apabila suara hak pilih kepada calon Kepala Desa yang 
meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
lebih banyak dari pada calon Kepala Desa lainnya, maka 
suara calon yang meninggal dunia tersebut mewakili 
aspirasi masyarakat desa untuk dilaksanakan Pemilihan 
Kepala Desa Kembali pada kesempatan berikutnya. /

(6) Dalam hal 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang tersisa 
sebagaimana dimaksud ayat (4) menghendaki untuk 
pembatalan proses tahapan pemilihan Kepala Desa, 
maka penitia pemilihan tingkat desa Bersama calon 
Kepala Desa tersebut menetapkan berita acara 
kesepakatan pembatalan proses pemilihan Kepala Desa. /

Bagian Keempat 
Tahap Kampanye 

Pasal 34

(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai 
dengan kondisi social budaya masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari 
sebelum dimulainya masa tenang. /

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan prinsip jujur, 
bertanggung

terbukay dialogis serta

t r ^ \ L
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Pasal 35

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 avat
(1) memuat visi dan misi bila terpilih scbagai Kepala
Desa.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu 
masa jabatan Kepala Desa.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program 
yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas; ^
b. tatap muka;
c. dialog;
d. pc nye baran bah an Kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye 

dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia 
pemilihan; dan

f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan
perundang- undangan. ^

Pasal 37

(1) Pelaksana Kampanye dilarang;
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;
melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
menghina seseorang, agama, suku, ras, gol, calon 
dan/atau calon yang lain;
menghasut dan mengadu domba perseorongan atau 
masyarakat;
mengganggu ketertiban umum;
mengancam untuk melakukan kekerasan atau 
me nganj urkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau 
calon yang lain;
merusak dan/atau menghilangkan alat peraga 
kampanye calon;
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, 
dan tempat Pendidikan;
membawa atau menggunakan gam bar dan/atau 
atribut calon lain selain dari gam bar dan/atau atribut 
calon yang bersangkutan; dan 

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi 
lainnya epada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang 
mengikutsertakan unsur penyelenggara pemerintahan 
desa, yaitu: /
a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa; fix
b. Pe rangkat Desa;
c. Anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD); dan

b.

d.

e.
f.

g-

h.

i.
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ct. Pengurus Lembnga Kcmasyarakntan Desa (LKD).

Pasal 3B

(1) Pelnksana Kampanye yang melanggar larangan 
Kampanye schagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1) dikcnai sanksi;
a. pcringatan tertulis apabUa pelaksana Kampanye 

melanggar larangan walaupun t>elum teijadi 
gangguan; dan

b, penghentian kegiatan Kampanye di tempat teijadinya 
pclanggaran atau di suatu wilayah yang dapat 
mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang 
berpotensi menyebar ke wilayah lain.

(2) Unsur penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) yang terbukti terlibat 
sebelum dan pada saat pelaksanaan kampanye terhitung 
sejak ditetapkannya nomor urut dan nama calon Kepala 
Desa hingga ditetapkan nya calon Kepala E>esa terpilih, 
dikenai sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku baik 
pada saat sedang pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala 
Desa maupun setelah dilantiknya calon Kepala Desa '"

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(1) Sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara, terdapat 
masa tenang selama 3 (tiga) hari setelah berakhimya 
masa kampanye. S

(2) Dalam hari tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
panitia pemilihan tingkat desa melakukan pembersihan 
alat peraga kampanye seluruh calon Kepala Desa.

(3) Sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan 
tingkat kabupaten dapat menyelenggarakan seklarasi 
damai calon Kepala Desa. / '

(4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. <

(1) Surat undangan diterima oleh hak pilih paling lambat 3 
(tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. S

(2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat hari, tanggal, pukul dan tempat pemungutan
suara.

(3) Hari dan tanggal pemungutan suara dalam surat 
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu 
pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(4) Jadwal distribusi surat undangan sebagaimana t  
dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemilihan tingkat

dengan Calon

terpilih.

Bagian Kelima 
Tahap Pemungutan Suara 

Pasal 39

Pasal 40
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(5) Kesepakatan bcrsama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 41

(1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Dcsa dilaksanakan 
di tcmpat pemungutan suara (TPS) yang ditentukan oleh 
Panitia Pemilihan Tingkat Desa. '

(2) Jumlah pemilih di tiap TPS ditentukan panitia pemilihan.
(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan 

lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk 
oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih 
dapat memberikan suaranya se£ara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan 
oleh panitia pemilihan dengan mempertimbangkan 
kondisi wilayah, kemampuan anggaran dan efektifitas 
pengamanan kegiatan pemungutan suara.

Pasal 42

(1) Pembagian Tugas Panitia Pemilihan tingkat Desa be serta 
Petugas Pendukung Panitia Pemilihan tingkat Desa pada 
saat pemungutan suara ditetapkan oleh Ketua Panitia 
Pemilihan Tingkat Desa. ^

(2) Penyelenggaraan pemungutan suara di TPS dilakukan 
oleh Petugas Pendukung Panitia Pemilihan tingkat Desa. «"

(3) Petugas Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara (KPPS) oleh ketua Panitia Pemilihan tingkat Desa.

Pasal 43

(1) Dalam hal ketua panitia mengundurkan diri, 
berhalangan tetap, meninggal dunia, atau tidak be rad a 
ditempat tan pa alas -*an yang dibenarkan sebelum 
pelaksanaan pemungutan suara atau pada saat hari 
pemungutan suara, maka kedudukan ketua panitia 
dapat diwakili dan atau digantikan oleh anggota panitia 
lainnya yang disepakati dan tidak dipersoalkan oleh 
seluruh Calon Kepala Desa yang selanjutnya dituangkan 
dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan 
BPD. '

(2) Segala Tindakan atau keputusan yang berdampak 
hukum oleh yang mewakili atas nama ketua panitia atau 
ketua panitia penggand, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sah.

Pasal 44

(1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh 
penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Pemberian suara diberikan dengan mencoblos surat 
suara yang memuat noraor, foto dan nama Calon yang 
berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan 
oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa. J  L j  j
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(3) Pemilih hanya membcriknn suara kepada 1 tsafu) orang 
Calon yang berhak riipilih. ,— "

H) Pemilih yang berhalangan hadir, tldak dapat mewakilkan
hak aunrnnyn dcngan cara anapun. 0__

(5) Ketentuan surat suara soft maupun tidak sah serta 
keaepakatan bersarna dalam hal terjadi ketidaksesuaian 
antara jumlnh surat suara dengan jumlah daftar 
hadir/undangan pemilih, dituangkan dalam berlta acara 
hasil kesepakalan antara panltla dengan Para Calon 
Kepala Desa beserta saksi masfng-masing calon Kepala 
Desa sebelum hari pelaksanaan Pemungutan suara.

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan bagi hak pilih di 
tempat pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa 
menyediakan:
a. Informasi nomor, foto dan nama calon yang berhak 

dipilih yang diletakkan disisi depan tiap TPS; dan^

(1) Sebelum dimulainya pemungutan suara, Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan 
disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan atau saksi yang 
mendapat mandat dari Calon Kepala Desa, BPD dan 
warga masyarakat agar melakukan kegiatan:
a. membuka kotak suara;
b. mengeluarkan seluruh isi kotatsuara;
c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan 

peralatan. /
(2) Kegiatan Panitia Pemilihan tingkat desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I), dituangkan dalam berita acara 
yang ditandatangani oleh KPPS serta ditandatangani oleh 
Calon Kepala Desa dan/atau si yang mendapat

(3) Mandat sebagimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan 
dengan surat tertulis yang ditandatangani oleh Calon 
Kepala Desa bermaterai cukup dan disampaikan kepada 
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 
(KPPS) sebelum dimulainya pemungutan suara.

(1) Pada saat dimulainya waktu pemungutan suara, 
perwakilan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 
(KPPS) dimasing-masing TPS memberikan penjelasan 
berulang-ulang kepada pemilih yang hadir mengenai 
proses dan tata cara pemungutan suara di TPS.

(2) Pemilih yang hadir menyampaikan surat undangan yang 
selanjutnya ditukar dengan selembar surat suara oleh 
KPPS . X

(3) Pemilih sebelum memasuld bilik w^jib/ memeriksa dan

Pasal 45

b. Sarana dan Prasarana lainnya yang d iperlukan ^

Pasal 46

mandat dari Calon Kepala Desa.

Pasal 47

meneliti surat suara yang diterima.
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(4) Apabiia surat suara sebagaimana dlmakaud pada ayat (3) 
tlfllam keadaan curat atnu rusak, pemilih Iterhak 
mcmintn surat suara yang bniw setelah menverahkan 
kcmtjali surnt nunra ynng meat atau rusak dimaksud.

(5) Pcnukaran surat Suara ynng meat atau rusak dan 
Pemberton surat suara kepndn pemilih sebagaimana 
dimaksud pada aval (3f dan ayat (4) dituangkan dalam 
bcrlta ncara ynng disepakati dan tidak dipcrsoalkan oleh 
seluruh Cnlon Kepnla Dpsa sebelum proses penghitungan 
surat suara dimulni. /

(1) Pemilih yang belum menerima surat undangan sampai 
dengan harl pemungutan suara atau tidak membawa 
pada saat fedli pemungutan suara, tetap diberikan hak 
pilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asti 
yang berlaku atau surat keterangan penduduk desa 
setempat. ^

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
surat suara setelah diteliti serta terdaftar identitasnya 
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). ^

(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara 
dengan menggunakan alat pencoblos yang telah 
disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

(2) Pemilih yang telah menerima surat suara diarahkan oleh 
KPPS ke dalam bilik suara untuk menggunakan hak 
pilihnya.

(3) Setelah surat suara dieoblos, pemilih memasukkan surat 
suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam 
keadaan terlipat. —

(4) Surat suara yang rusak akibat dari coblosan atau salah 
mencoblos, tidak dapat ditukar Kembali dengan surat 
suara baru dan tetap dimasukkan kedalam kotak suara 
dalam keadaan terlipat.

(5) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai 
halangan fisik pada sat memberikan suaranya dapat 
dibantu oleh seorang yang ditunjuk oleh pemilih dan 
disaksikan oleh panitia dan saksi dari masing-masing 
calon. ^

(1) Panitia pemilihan tingkat desa dapat memfasilitasi TPK 
khusus bagi pemilih yang menjalani rawat inap di rumah 
sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman 
penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal 
tetap, yang tingkat di perahu atau pekerja lepas pantai, 
dan tempat-tempat lain. S '

(2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan berdasarkan hasil kesepakatan dengan 
calon Kepala Desa yang dituangkan da!

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50
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Pas«l 5 1

( ) l «<1« snnt pemungutan suara dilaksanakan. Panitia 
Pemilihan Tingkat Dean berkcwnjiban untuk : 
n. mcnjnmln agar anas dcmokrasi berjnlnn dengan 

lancar, tertib, nnnan dan trratur; dan
b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan 

tertib dan tcratur.
(2) Pam Calon yang berhak tflpilih harua beradn di tempat 

yang tclah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan 
pemungutan suara,

(3) Apabila Cnlon Kepala Dcsa tidak hadfr sebagalmana 
keharusan dalam ayat (2), dengan aiasan yang dapat 
dipcrtanggungfawabkan harus disertai surat keterangan 
rcsmi dari pihak yang berwenang dan secara 
administratif tetap dianggap sebagai calon yang berhak 
dipilih. y

(4) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak 
memilih hanya memberikan satu suara dan menolak 
pihak atau warga desa memberikan suara yang 
diwakilkan dengan alasan apapun.

(1) Waktu pembukaan dan penutupan pemungutan suara 
ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. ^

(2) KPPS Pemilihan tingkat Desa memeriksa daftar 
kehadiran peserta pada saat pelaksanaan pemungutan 
suara. ^

(3) Setelah penutupan pemungutan suara, Saksi dimasing- 
masing TPS yang ditempati, menandatangani berita acara 
dan mengklarifikasi proses pelaksanaan tahapan 
pemilihan Kepala Desa sampai dengan berakhimya 
pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS.-'"

(4) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
menyatakan bahwa tidak ada persoalan dalam 
pelaksanaan tahapan pemilihan dimaksud, maka KPPS 
dapat melanjutkan proses penghitungan surat suara. S ’

(5) Dalam hal Calon Kepala Desa dan atau saksi 
mempersoalkan proses tahapan pemilihan Kepala Desa 
sebelumnya yang dilaksanakan oleh panitia dan/atau 
KPPS, maka proses penghitungan suara dapat 
dilaksanakan setelah saksi menerima keterangan panitia 
dan tidak mempersoalkan dikemudian hari yang 
dituangkan dalam berita acara. /

(6) KPPS membuka kota|c suara dan setiap lembar surat 
suara dlteliti satu per satu, kemudian menyampaikan 
nama atau nomor Calon hasil coblosan yang mendapat 
suara tersebut serta mencatatnya papa papan 
penghitungan perolehan suara di TPS yang ditempatkaij 
sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas.

(7) Dalam hal saksi tidak bersedia untuk mepjadi saksi
dalam penghitungan, maka proses penghitungan suara 
tetap dilaksanakan oleh KPPT * ‘ ’ ’ -naan
penghitungan dinyatakan sah.

Pa sal 52
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Pasal 53

(1) Burnt simrn (linyntnknn sail apabila
«. surat sunrn ditandatangani oleh Ketua panitia;
b. tandn coblos lianva terilnpat pada 1 (sntu) kotak segi 

cmpat vang memuat aatu calon;
c. tanda cobloa terdapat dalarn aalnh aatu kotak segJ 

empatyang memuat nomor, foto dan nama calon yang 
telnh ditentuknn;

d. tanda cobloa lebili dari aatu, tefapi maslh di dalam 
salah aatu kotak aegl empat yang memuat nomor, foto 
dan nama calon ; dan/atau

c, tanda cobloa terdapat pada salah satu garis kotak segi 
empat yang memuat nomor, foto dan nama caloric

(2) Potensi kondisi aurat suara hasil coblosan selain 
keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati 
sah atau tidaknya antara Panitia Pemilihan Tingkat desa 
dengan seluruh calon Kepala Desa dalam berita acara.

Pasal 54

(1) Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap kesalahan 
penyebutan nomor urut atau nama calon dalam proses 
penghitungan suara kepada KPPS. ^

(2) Dalam hal terdapat keberatan saksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), KPPS wajib menghentikan 
sejenak proses penghitungan suara untuk menjelaskan 
prosedur dan/atau mencocokkan kembali selisih 
perolehan suara dengan dikawal oleh aparat keamanan. ""

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan sksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS 
mengadakan pembetulan saat itu juga.

(4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara 
dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang 
salah dan menuliskan angka yang benar dengan 
dibubuhi paraf KPPS.

(5) Keberatan yang diajukan oleh saksi terhadap 
pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dan tidak 
menghalangi proses pelaksanaan penghitungan suara.

Pasal 55

Seluruh surat suara yang telah dibuka dan dihitung dalam 
papan penghitungan yang disaksikan dan dikonfirmasi 
keabsahannya oleh masing-masing sfjksi calon Kepala Desa, 
adalah sah dan bersifat mengikat.

Bagian Keenam 
Tahap Penetapan 

Pasal 56

(1) Berdasarkan hasil penghitungan surat suara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, KPPS 
menetapkan berita acara hasil penghitungan suara yanj 
ditandatangani oleh seluruh saksi calon Kepala Desa.,

-fr ^
yang
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(2) Saksi (input ttieitiiniu salinan Dcritii Acara hasil 
penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada aval
(1) kepada KPPS. ^

(3) Berita Acara Iwacrta kclcngkapannya sebagaimana 
dimaksud padn ayat (1) dimasukan daJam sampul 
khusus yang discdiaknn dan dimasukan kc dnlam kotak 
suara yang pada bagian luar dltcmpel laliel atau scgel."-

(4) KPP3 menyerahknn twrita acara hasil penghitungan 
suara kepada Ketun Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada 
hurl yang sama nntuk direkapitulasi

(1) Caioti Kcpnln Desa yang memperoleh suara terbanyak 
dari jurnlah suara sah ditetapkan scbagai calon Kepala 
Dcsa terpilih. ^

(2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara 
terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, cakm terpilih 
ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah 
yang lebih luas.

(3) Vang dimaksud Kepala Desa terpilih berdasarkan wilayah 
perolehan suara sah yang lebih luas pada ayat (2) adalah 
calon Kepala Desa yang memenangkan jurnlah TPS 
terbanyak. ^

(4) Dalam hal penetapan calon Kepala Desa terpilih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat 
dilaksanakan, maka calon Kepala Desa terpilih 
ditetapkan berdasarkan wilayah dusun dengan jurnlah 
pemilih terbesar. /

(5) Dalam hal penetapan calon Kepala Desa terpilih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak 
dapat dilaksanakan, maka calon Kepala Desa terpilih 
ditetapkan berdasarkan rangking tertinggi hasil 
penghitungan suara pada kotak suara yang 
dimenangkan. s ' 0'

(1) Berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54, panitia 
pemilihan tingkat desa menetapkan calon Kepala Desa 
terpilih dalam berita acara yang ditandatangani oleh 
masing-masing koordinator saksi calon kepala Desa.-"~

(2) /  Dalam hal terdapat koordinator saksi calon Kepala Desa
yang tidak menandatangani berita acara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), hasil penetapan calon Kepala 
Desa terpilih tetap sah dan bersifat mengikat. ̂

(3) Sebelum Penetapan calon Kepala Desa terpilih 
berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), KPPS memperhatikan 
kelengkapan dokumen berupa:
a. Berita acara pemyataan dari seluruh calon Kepala 

Desa dan saksi bahwa tidak mempersoalkan proses 
tahapan pemilihan Kepala Desa yang telah dilakukan 
oleh panitia 1' i dimulainya pencoblosan
surat suara; /

Pasal 57

Pasal 58
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t>. Hcritn (team sebclum dlmulalnya penghitungfin suoro 
mengenol pernvotnan penflolon dari seluruh soksi di 
TPS bnlnvo dnlnm proses perieoblosoni surot suoro 
oleh pemilih tcloh srsimf dan tlclok oda pclonggoron 
kepada pemilih pada soaf rnelokukan pencobloson 
dididnm bilik; don *"

c. Bcrilfl nenrn pemynlaan dari seluruh sak-ai di TPS 
bahwa seluruh aural suoro yang te tn h  dibuka don 
dihitung ndntflh sob don acauai dengan basil 
kesepakntan, x

Pasni 59

(1) Panitia pemilihan tingkat desa menyampaikan hasii 
penetapan colon Kepaln Desa terpilih sebagaim ana 
dimnksud pada ayat (2) kepada BPD. ^

(2) 13PD berdnsarkan laporan hasii pemilihan tingkat desa 
selragaimana dimnksud pada ayat (3), menyampaikan 
usulan permohonan pelantiknn calon Kepala Desa 
terpilih kepada Bupati melalui camat. —

(3) Bupati mengesahkan dan menetapkan calon Kepala Desa 
terpilih berdasarkan usulan sebagaimapa dimaksud pada 
ayat (5) dengan Keputusan Bupati. ^

BAB VII
PENYELESAIAN PERMASALAHAN ATAS HASIL 

PEMUNOUTAN
SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA 

Pasal 60

/(lj/Dalam hal terdapat keberatan atas hasii penghitungan 
suara, pihak yang merasa keberatan dapat mengadukan 
permasalahannya kepada panitia pemilihan tingkat desa 
paling lambat 1 (satu) jam aetelah rekapitulasi 
penghitungan suara di sekretariat panitia dinyatakan 
selesai.

(2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:
a. nama dan alamat pelapor;
b. waktu dan tempat kejadian perkara;
c. nama dan alamat tempat pelanggaran;
d. nama dan alamat saksi-saksi; dan 
c. uraian kejadian.

(3) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa 
atau saksi yag lelah mendapat surat mandat dari calon 
Kepala Desa. /

Pasal 61

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengambil 
langkah-langkah penyelesaian dalam jangka waktu 
paling lama 2 (dua) jam setelah pengadUan diterima.

(2) Panitia pemilihan tingkat desa dapat menolak pengadUan 
pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (3) 
apabila keberatan yang disampaikan pihak pengadu 
terkait dengan.*
a. Permasalahan se beluga, dimulmnya penghitunganrfT  < t
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(3)

(4)

(5)

b.

e.

suara;
Permintaan hitting ulang tcrhndap surat suara yang 
tclah dlbuka dan dikonflrmasi keabsahannya; 
don/atau
Tidnk me menuhi syarat pengajuan keberatan
scbagalmana dlmaksud dalam Pasal 59.

Penolnkan atas pcngaduan scbagalmana dlmaksud pada 
ayat (2) dltuangkan dalam berita acara— ^
Panitia pcmillhan tingkat dcsa dapat segera melakukan 
pcnetapan calon Kcpala Desa terpilih setelah 
menyampaiknn berita acara scbagalmana dlmaksud pada 
ayat (3) kepada plhakyang keberatan. ^
Perlengkapan pemungutan suara dan penghltungan 
suara di TPS, disimpan di kantor desa atau df tempat 
lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 62

Dalam hal mated pengaduan keberatan selain dad hal 
scbagalmana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), diselesaikan 
melalui panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana 
ketentuan yang berlaku. ^

BAB VIII
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 

PENDANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DARI SUMBER 
APBD KABUPATEN KATINGAN 

Pasal 63

(1) Bantuan keuangan untuk pendanaan pemilihan Kepala 
Desa disalurkan setelah memenuhi persyaratan 
administrasi.

(2) Kebutuhan pendanaan pemilihan Kepala Desa yang tidak 
dapat dicukupi oleh anggaran dad APBD Kabupaten, 
dapat dicukupi dad sumber kelompok dana transfer 
kabupaten lainnya selain Dana Desa.

BAB IX
KETENTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu
Ketentuan Waktu Pelaksanaan 

Pasal 64

(1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dalam 
hal sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dad 1 (satu) 
tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati 
tentang Pemberhentian Kepala Desa. ^

(2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu diselenggarakan 
melalui mekanisme musyawarah desa khusus yang 
dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan terhitung sejak adanya kekosongan jabatan Kepala 
Desa.

(3) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan setelah 
ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDes atau 
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes yang 
didalamnya mengalokasikan anggaran untuk 
penyelenggaraan kegiatan dimaksud. ^ // ^
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H) Pelnksanann Musya warah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mcmperhatiknn sisn waktu yang cukup 
untuk meiaksnnnknn tahapon persiapan setelah 
ditctapkannya pcrnturan desa sclwigaimana dimaksud 
pada ayat (3), agar Calon Kepaia Desa Antar Waktu yang 
terpilih, dapat dtlantik paling lambat 6 (enam) bulan 
sebclum bernkhimya masa jabatan Kepaia Desa. /

(1) Mckanisme pembentukan dan penetapan keanggotaan 
Panitia peinilihan Kepaia Desa antar waktu dilaksanakan 
sama dengan kcterituan mckanisme pembentukan dan 
penetapan keanggotaan panitia pemilihan tingkat desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Jumlah anggota panitia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat disesuaikan dengan beban tugas dan 
kemampuan pembiayaan. x

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Kepaia Desa Antar Waktu 

Pasal 66

Persyaratan Calon Kepaia Desa Antar Waktu sama dengan 
persyaratan Calon Kepaia Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11. ^

Bagian Keempat
Pendanaan Pemilihan Kepaia Desa Antar Waktu

Pasal 67

(1) Pelaksanaan Pemilihan Kepaia Desa Antar Waktu didanai 
dari APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa 
selain dari sumbcr Dana Desa tanpa membebani calon 
Kepaia Desa. S

(2) Panitia pemilihan Kepaia Desa antar waktu Menyusun 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang selanjutnya 
diusulkan untuk ditetapkan dalam APBDes. S '

(3) Dalam hal kemampuan keuangan desa tidak mampu 
untuk mencukupi kebutuhan Rencana Anggaran Biaya 
(RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat 
Kepaia Desa Bersama panitia melakukan penyesuaian 
Kembali terhadap kebutuhan biaya pemilihan Kepaia 
Desa antar Waktu.

(4) Dalam hal setelah dilakukan penyesuaian kembali
terhadap kebutuhan biaya pemilihan Kepaia Desa antar 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggaran 
yang tersedia dinilai tidak mampu untuk 
menyelenggarakan biaya pemilihan Kepaia Desa antar 
waktu, panitia pemilihan dapat menunda pelaksanaan 
pemilihan Kepaia Desa antar waktu hingga tahun 
anggaran berikutnya setelah memperoleh persetujuan 
dari musyawarah desa. . /

Bagian Kedun
Panitia Pemilihan Kepaia Desa Antar Waktu 

Pasal 65
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(5) Pclaksanaan pcmilihan Kcpala Desa antar waktu yang 
ditunda scbagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib 
dilaksanaknn paling lamhat 6 (enam) bulan sejak 
ditctapkannya Point u ran Desa tcnlang APBDcs yang 
nicngalokasikan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3). /  '

(6) Panitia pcmilihan Kcpala Desa antar waktu yang 
mcnunda pclaksanaan pemllihan Kcpala Desa antar 
waktu sebagainiana dimaksud pada ayat (4), 
dinonaktiikan sementara oleh DPD sampai dengan 
ditctapkannya Peraturan Desa tentang APBDes 
scbagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kelima
Tahapan Kegiatan Pemllihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 68

(1) Pcmilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan 
melalui tahapan :
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. kampanye
d. pemungutan suara; dan
e. penetapan.

(2) Tahapan Pcmilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan ketua panitia 
pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
68 ayat (1) huruf a, berupa :
a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar 

Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66;
b. Sosialisasi dan penyampaian pengumuman

pembukaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa 
antar waktu;

c. Penetapan daftar peserta musyawarah yang 
ditetapkan dengan keputusan BPD, berdasarkan hasil 
pembahasan dan kesepakatan Bersama BPD dan 
pemerintah Desa, yang terdiri dari :
1) Pemerintah Desa;
2) BPD; dan
3) Unsur masyarakat, S

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, terdiri atas perwakilan paling banyak 5 (lima) 
orang dari setiap disin, dari unsur :
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan 

anak; dan/atau
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin,

Pasal 69
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(3) Sc Iain unsur mnsyarakat sebagnlnianH dimaksud pada 
ayat (2), pescrta musynwarnh desa dapat bcrasal dari 
unsur masvnrnkat lain scsuai dengan kondisi soslal dan 
budava inasynrnkat.

(4) Unsur masyarakal lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), meliputl:
a. perwakilan kewilnynhan;
b. perwakilan pcmerhatl /kader kesehatan masyarakat;
c. perwakilan kclompok penyandnng disnhilitas; 
cl. perwakilan kclompok lanjut usia;
e. perwakilan kclompok seniman; dan/atau
f. perwakilan kclompok Inin yang teridentifikasi di Desa 

yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing- 
mas’ing Desa.

(5) Perwakilan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf a, adalah seluruh Ketua RT dan Ketua RW.

Pa sal 70

(1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud da lam 
Pasal 69 ayat (1) huruf b sama dengan tahap pencalonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 
kecuali ketentuan Pasal 24 ayat (5),

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) 
orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran 
selama 7 (tujuh) hari.

(3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beijumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 
3 (tiga) orang, panitia pemilihan Kepala Desa an tar waktu 
menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon 
Kepala Desa serta melaksanakan undian nomor urut 
calon Kepala Desa;

(4) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beijumlah lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan 
Kepala Desa antar waktu melakukan penjaringan melalui 
seleksi tambahan berupa Ujian Tulis.

(5) Ketentuan penjaringan melalui seleksi tambahan berupa 
Ujian Tulis sama dengan ketentuan penjaringan melalui 
seleksi tambahan berupa Ujian Tulis dalam Pasal 27 dan 
Pasal 28, kecuali ketentuan Pasal 27 ayat (1).

(6) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu menetapkan 
nama dan hasil undian nomor urut calon Kepala Desa 
berdasarkan penjaringan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5).

Pasal 71

( 1 )

( 2)

Panitia melakukan proses pengadaan surat suara paling 
lambat 1 (satu) hari sejak penetapan nomor urut dan 
nama calon Kepala Desa antar waktu.
Proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari. 0  U  |^ , J
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Baginu Keemm 
Kampanye 
Pasal 72

( 1)

36,Pasal 37 dan Pasal 38.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan Musyawarah Desa 

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 
Pasal 73

(1) Sebelum hari pelaksanaan musyawarah desa, terdapat 
masa tenang selama 3 (tiga) hari setelah berakhimya 
masa kampanye

(2) Dalam hari tenang sebagaimana dimaksud pada ay at (1), 
panitia pemilihan tingkat desa melakukan pembersihan 
alat peraga kampanye seluruh calon kepala desa antar 
waktu.

(3) Sebelum hari pelaksanaan musyawarah desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan 
kepala desa antar waktu dapat menyelenggarakan 
deklarasi riamai calon kepala desa.

(4) Hari dan tanggal musyawarah desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua panitia 
kepala desa antar waktu setelah berkonsultasi dengan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan sebelum pembukaan pendaftaran calon Kepala 
Desa antar waktu.

(1) Penyelenggaraan musyawarah desa pemilihan kepala 
desa antar waktu bertempat di kantor pemerintahan 
desa.

(2) Panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada 
peserta musyawarah desa berdasarkan hasil kesepakatan 
dengan calon kepala desa antar waktu paling lambat 3 
(tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah desa.

(1) Calon Kepala Desa, Koordinator Saks! Calon Kepala 
Desa, dan Peserta Musyawarah Desa melakukan 
registrasi atau menandatangani daftar hadir yang telah 
disiapkan Panitia Pemilihan pada saat hari pelaksanaan 
musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu.

(2) Penjabat Kepala Desa, anggota BPD, peranckat Desa 
Calon Kepala Desa, Koordinator Saks! Calon Kepala 
Desa, dan Peserta Musyawarah lainnva vane berhalangan

Pasal 74

Pasal 75

Keuaaicnadirannya dengan
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(3) Dalam ha) Peujabat Kepala Dean berhalangan hadir, 
dapat diwnkilknn kepada Sekretarls Desa atmi Perangkat 
Desa yang ditunjuk sccara tcrtulis

(4) Ketidnkhndiran l>cninbttt Kepala Desa, anggota BPU, 
Perangkat Desa dan Peserta Musyawarah Desa lainnya 
diinrornmsikan secara terbuka kepada Peserta 
Musyawarah Desa yang hadir,

Pnsnl 76

(1) Ketun BPD l>ertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa 
Pemilihnn Kepala Desa Antar Waktu.

(2) Dalam hal Ketua DPD selaku pimpinan berhalangan 
hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa Pemilihan 
Kepala Desa Antar Waktu dapat digantikan oieh wakil 
ketua atau anggota BPD.

Pa sal 77

(1) Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 
dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila 
daftar had ir telah ditandatangani oleh 2/3 (dua per tiga) 
dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai 
peserta Musyawarah Desa.

(2) Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani 
daftar hadir tidak dapat meninggalkan tempat 
musyawarah sampai dengan selesainya musyawarah.

(3) Pimpinan Musyawarah menyampaikan Tata Tertib 
Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa 
Antar Waktu dan nama calon Kepala Desa dalam upaya 
menjaga agar kegi berjalan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 78

(1) Pimpinan musyawarah menyampaikan kepada peserta 
musyawarah bahwa pengambilan keputusan 
musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu 
pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah 
untuk mufakat

(2) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk 
mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian 
dipandang cukup untuk diterima dalam menetapkan 
calon kepala desa antar waktu terpilih,

(3) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila 
disepakati paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 
undangan peserta musyawarah desa yang hadir.

(4) Dalam hal tata cara pengambilan keputusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak 
dikehendaki oleh mayorttas peserta musyawarah desa 
yang hadir, maka keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak melalui mekanisme pemungutan suara yang 
teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia 
pemilihan. J  U  ^  j ^
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(5| 1*.a cam pcngambltan kcputuM”  tertaMrtan ^nrfl
terbrmyak melatul pemungutan sl“ ™ »^H?n nrnrn 
dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam w 
kesepakatati yang dttandatangam ola « nksi
muavawarah, Caton Krpala Desa, Koordinator Saks 
Calon Kepala Desa dan perwakilan pesertn mu»y«warah 
dari unsur mnsyarakat paling banyak dari perwa
ftiiinlil imoiir

Pasal 79

(1) Sebelum pelaksanaan pengambilan keputusan 
berdasarkan suara terbanyak mclalui pemungutan auara 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5), segala 
perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan 
musyawarah desa diselesaikan secara musyawarah serta 
dilandasi semangat kekeluargaan.

(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang 
ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan 
perwakilan peserta paling sedikit berasal dari 7 (tujuh) 
unsur.

Pasal 80

(1) Sebelum dilaksanakan penghitungan suara, Calon 
Kepala Desa menandatangani berita acara dan 
mengklarifikasi proses pelaksanaan persiapan 
musyawarah sampai dengan pelaksanaan pemungutan 
suara yang dilakukan oleh Panitia.

(2) Dalam hal calon kepala desa menyatakan bahwa tidak 
ada persoalan dalam proses pelaksanaan tahapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia 
dapat melanjutkan proses penghitungan suara.

(3) Dalam hal kepala desa mempersoalkan proses tahapan 
sebelumnya yang dilaksanakan oleh panitia, maka proses 
penghitungan suara dapat dilaksanakan setelah calon 
kepala desa menerima keterangan panitia dan tidak 
mempersoalkan dikemudian hari yang selanjutnya 
dituangkan dalam berita acara.

Pasal 81

( 1)

(2)

Calon kepala desa yang telah mengklarifikasi proses 
pelaksanaan persiapan musyawarah sampai dengan 
pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada 
pasal 79, meninggalkan tempat musyawarah dan 
memberikan mandat kepada saksi mengikuti 
pelaksanaan penghitungan suara.
Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai 
pelaksanaan tugas saksi pada penghitungan suara

a. Menilai keabsahan 
penghitungan suara;

b. Menyampaikan saran 
proses penghitungan

surat suara pada saat

maupun keberatan pada saat 
suara kepada ketua KPPS

?antak ^ C k a “ ; W p | 8eSUa‘ dengan k' ten£ " >
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c. Memutuskan pcnyelesaian permasalahan sebelum 
ciilakukati penghitungan surat suara bersama Ketua 
KPPS; dati

ci. Mctumdntnnguni dokumcn berita acara basil 
penfthttungati suara yang difasililasi oleh Ketua KPPS.

Pasal 82

Cnlon Kepala Desa antar waktu yang terpilih melalul 
mckaniatnc pemungutan suara adalah yang memperoleh 
suara sah terbnnyak,

M

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 

(7)

(1)

(2 )

(3)

(4)

Pasal 83

Peserla inusyawarah desa tidak diperkenankan 
mcnlnggalkan tempat sebelum pelaksanaan 
penghltungan suara selesai.
Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih 
dari 1 (satu} orang, maka dilakukan pemungutan suara 
ulang bagi calon yang memperoleh suara sama.
Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) calon Kepala Desa yang 
akan dipilih dalam pemungutan suara ulang, Pemimpin 
Musyawarah tidak diberikan hak suara apabila seluruh 
peserta musyawarah yang hadir beijumlah genap. 
Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung 
secara langsung dan disaksikan oleh peserta
Musyawarah Desa dan Koordinator Saksi Calon Kepala 
Desa.
Peserta musyawarah yang meninggalkan acara dianggap 
telah hadir dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya 
keputusan.
Hasil Penghitungan suara disampaikan oleh Panitia 
Pemilihan kepada musyawarah desa untuk disahkan 
Hasil Keputusan musyawarah desa yang telah disahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan 
mengikat.

Pasal 84

Hasil keputusan musyawarah desa pemilihan kepala 
desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 
ayat (7) disahkan dalam berita acara yang ditandatangani 
oleh ketua BPD selaku pimpinan musyawarah , penjabat 
kepala desa dan perwakilan peserta dari masing-masing 
unsur tokoh dan kelompok masyarakat paling sedikit 7 
(tujuh) unsur.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada ketua panitia pemilihan kepala desa 
antar waktu sebagai dasar penetapan calon kepala desa 
antar waktu terpilih.
Penetapan calon kepala desa antar waktu terpilih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 
keputusan ketua panitia pemilihan kepala desa antar 
waktu.
Keputusan ketua panitia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disampaikan kepada BPD untuk diusulkan
j K S f c E j r w r ' r  ? *" peiem,u“m Bupati
melalui Camat. f r  m -
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Uaginn Kcdelapan
Penyelesnian Pcrmasalnhnn Atas Hasil Musyawara esa 

Pemiiihan Kcpala Dcaa Antar Waktu 
Pastil 85

(1) Dalam hal terjndi keberatan tcrhadap hasil M^syawarah 
Dcsh Pemiiihan Kepala Desa Antar Waktu, pihak yang 
mcrnsa keberatan dapat mengadakan permasalahannya 
kepada panitia pemiiihan paling lambat 1 (satu) jam 
setelah pelaksanaan musyarawah desa dinyatakan

(2) Penyompnian keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis.

(3) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1} hanya dapat berasal dari Calon Kepala Desa atau 
Saksi Calon Kepala Desa

(4) Ketentuan tindaklanjut terhadap penyampaian keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan 
Ketentuan tindaklanjut terhadap penyampaian keberatan 
dalam Pasal 60 dan Pasal 61.

(5) Hasil penyelesaian keberatan dituangkan dalam benta 
acara oleh panitia.

BAB X
KETENTUAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN 

KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMILIHAN KEPALA DESA 
ANTAR WAKTU DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19

Pasal 86

( 1 ) Dalam hal jadwal tahapan kegiatan pemiiihan kepala 
desa serentak atau pemiiihan kepala desa antar waktu, 
dilaksanakan pada saat kondisi bencana non alam 
Corona Virus Disease 2019, maka :
a. Terhadap pelaksanaan pemiiihan kepala desa 

serentak, Bupati membentuk sub kepanitiaan di 
kecamatan pada panitia pemiiihan kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yang 
terdiri dari:
1) Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu 

camat, pimpinan kepolisian, pimpinan 
kewilayahan Tentana Nasional Indonesia; dan

2) Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 
2019 kecamatan.

b. Tugas sub kepanitiaan pemiiihan di kecamatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
1) melakukan sosialiaasi dan edukasi protokol 

Kesehatan dalam pelaksanaan pemiiihan kepala 
desa kepada panitia pemiiihan di desa, calon

2 )

3)

kepala desa, masyarakat desa dan satuan tugas 
penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta 
unsur terkait lainnya;
mengawasi penerapan protokol Kesehatan dalam 
pemiiihan kepala desa; dan
menyampaikan hasil pengawasan penerapan 
protokol kesehatan dalam pemiiihan Kepala Desa 
kepada Ketua Panitia pemiiihan di kabupaten.

' L
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c. Terhadap pelaksanaan PcmlHhM Krpjita IJew * ” *«r 
Waktu, Hupatl menugtt»k«n 
penanganan Corona Virus Disease 201 ' k ,
uutuk mrkikminnkan iugas sebagnimann c 
pntia huruf b.

(2) PelaksRiiaan tohapan Pertillihnn Kepala rjena < M n m
kondlsi benrann non nlam Cotorm Virus Disease 2019 
sebngnitnnna ditnaksud pada ayat (1), dilakukan denga 
penerapan protokol kesehatan . o ,

(3) Penerapan protokol kesehatan setwgaimana dimaksud
pada ayat (2), meliputi: *
a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh 

unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh 
koma tiga derajat cclcius);

b. penggunaan alat pcllndung diri berupa masker yang 
menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau 
dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekah 
pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih,

c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk 
pembuongan sarung tangan sekali pakai;

d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta 
menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) 
meter;

e. menehindari teriadinva kerumunan baik di daiam
maupun luar ruangan

f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air 
mengalir serta hand sanitizer di tempat 
penyelenggaraan;

g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-
masing;

h. melakukan penyemprotan desinfektan pada tempat 
pelaksanaan penyelenggaran sebelum dan setelah 
pelaksanaan kegiatan;

L penyusunan tata letak tempat duduk dengan 
penerapan jaga jarak; dan

j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi 
keadaan darurat berupa obat, perbekalan Kesehatan, 
dan/atau personel yang memiliki kemampuan di 
bidang Kesehatan atau tim dad satuan tugas 
penanganan Covid-19 Desa.

Pasal87

(1) Tahap pendaftaran, pengambilan nornor unit dan 
kampanye yang dilakukan dengan penerapan protokol 
kesehatan paling sedikit meliputi:
a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut 

dan Kampanye, caion Kepala Desa dilarang 
melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi 
menciptaknn kerumunan dan sulit menjaga jarak 
yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundane 
massa pendukung baik di daiam maupun di har 
ruangan;

b* meliputi^8^ 1̂ ” Kampanye’ melakukan ketentuan
1) dilarang melaksanakan kegiatan baza 

pertunjukan seni budaya, pawai 
bermotor serta kegiatan lomba dan

r, konser, 
kendaraan 

olahraga I

I  k T
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bersoma; . _
2) pclnknminnn Kampanye dlutamnkan menggunakan 

media cciak dan media clcktronlk dan/alau media

3) dalam hal Kampanye tidak dapat diiakukan 
sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat 
dilnksanakan dengan membatasi jumlah peserta 
yang hfldir paiing banyak 50 (lima pultih) orang 
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;

4) pcmbaRian bnhnn Kampanye hams dalam keadaan 
licrsih, dibungkus dengan bahan yang tahan 
terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat 
disertai dengan identitas calon Kepala Desa bempa 
nama, gam bar, nomor urut dan pesan Calon 
Kepala Desa;

5) bahan Kampanye diutamakan bempa masker, 
sabun cair, hard sanitizer, disinfektan berbasis 
alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin 
serta sarana cuci tangan; dan

6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang 
positif terpapar Corona Vims Disease 2019 
dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan 
Corona Vims Disease 2019 dan dampak social ekonomi 
di desa.

(3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihadiri oleh :
a. Calon Kepala Desa;
b. Panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari ketua, 

wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di 

kabupaten;
d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di 

kecamatan;
e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan 

dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas 
penanganan Corona Vims Disease 2019 Desa; dan

f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari 
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 
Desa.

(4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), dibuat berita acara.

Pa sal 88

(1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan 
suara, meliputi:
a. Menyesuaikan jumlah kebutuhan penyediaan TPS 

dengan ketentuan setiap TPS dihadiri paling banyak 
500 (lima ratus) pemilih berdasarkan data Daftar 
Pemilih Tetap (DPT);

b. Panda menentukan jadwal waktu kehadiran pemilih 
dimasing-masing TPS;
meiakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap 
daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas 
di luar Desa; i #

' i f * h .
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(1. temdUmyn peinbrdAS transparan pada meja panitia 
pemilihan Kepala Ursa untuk menghlndari terjadi 
knntnk langsung antara p#inffi#i rtenpn ppmilih, 

c, nicnrtnpkan wnktu pcmungutan suflfo diacsuaiknn 
dengmi jumlnli prmilih, Jiko pemllih tidak hadirscsuai 
waktu yang tclnh dltentukan tetap dapatmembenkan 
link pilili dl nkhlr wnktu pcmungutan suara;

f. pcmungutan suara wnjlb mcmpcrtimbangkan kondisi 
demogrnft Dean, «ma penyelwran Corona Virus 
Disease 2019 aorta penyusunan tata letak tempat 
duduk dengan mctnperhatiknn penerapan jaga jarak;

g. bngt petniUh yang audah melakukan hak pilih 
diberiknn tlnta dengan menggunakan alat tetes; dan

h. berkaa dokurnen dan/atau perlengkapan secara fisik 
yang disompaiknn dibungkus dengan bahan yang 
tahan terhadap zat cair.

(2) Khusus untuk pemungutan suara pada pemilihan kepala 
desa antar waktu, panitia wajib menyesuaikan jumlah 
kebutuhan kotak suara dan bilik suara agar peserta 
dapat tetap melakukan pencoblosan tepat waktu dengan 
menerapkan protokol Kesehatan.

(3) Saat proses rekapitulasi suara, dihadiri oleh :
a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
b. panitia pemilihan di desa;
c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, 

wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di 

kabupaten;
e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di 

kecamatan;
f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan 

dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas 
penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan

g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari 
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 
Desa.

(4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara.

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa dalam kondisi Corona Virus 
Disease 2019 dapat didukung dari anggamn pendapatan 
dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa, 
dengan ketentuan:
a. Untuk kebutuhan biaya pemilihan Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dibebankan 
pada APBD;

b. Untuk kebutuhan biaya penerapan protokol 
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 
ayat (3) dialokasikan oleh Pemerintah Desa dalam 
APBDes.

(2) Kebutuhan biaya penerapan protokol kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diluar 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh panitia 
pemilihan. »

Pasal 89
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HAB XJ 
BANKS! 

Msginri Kcsntu
Ssnksi Dalam Pemilihan Kepala Desa Screntnk Dan 

Pemilihan Kepala Dean Aniar Waktu 
Da lain Milan Pamlcmi Corona Virus Disease 2019

Pa sal 90 ̂

(1) Colon Kcpnln Dean, panitla pemilihan, pendukung dan 
imsur lain yang melanggar protokol kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan 
Pasal 89 dikenai sanksi.

^2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. tegurnn lisan;
b. teguran tertulis I;
c. teguran tertulis II; dan 

v*i. diskualiflkasi.
(3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, 
pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh panitia 
pemilihan di desa.

(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa 
oleh sub kepanitiaan di kecamatan;

(5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh 
sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari 
panitia pemilihan di desa.

(6) Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa an tar waktu, 
sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dikenakan kepada calon kepala desa oleh Camat 
berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.

(7) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh 
Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan 
di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.

(8) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu, 
sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati 
berdasarkan laporan dari satuan tugas penanganan 
Corona Virus Disease 2019 kecamatan.

(9) Sanksi diskualiflkasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh 
bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan 
di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di 
kecamatar. dan satuan tugas penanganan Corona Virus 
Disease 2019.

(10) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu 
sanksi diskualiflkasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh 
bupati berdasarkan laporan dari satuan tugas 
penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten
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Pasal 9 1

(1) lhipati selaku kctun aatuan tugas penanganan Corona 
Virus Disease 201*) kabupaten berdasarkan rekomendasi 
dari panitin prmlllhnn di kabupaten dapat menunda 
pclnksanaan jjrmilihan Kepala Desa jika situasi 
penanganan protokol kesehatan penccgahan dan 
pengendnlian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat 
dlkendaliknn.

(2) IVInksanann Musynwarnh Desa Pemilihan Kcpala Desa 
Antar waktu wnjib ditunda apabila pada tanggal 
pelaksanaan musynwarnh, desa terkait berstatus zona 
merah lierdasarkan laporan satuan tugas penanganan 
Corona Virus Disease 2019

BAB Xll
PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH HASIL 

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN/ATAU HASIL 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

Pasal92

(1) BPD menyampaikan permohonan pelantikan calon 
kepala desa terpilih dimaksud kepada Bupati melalui 
Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya 
dokumen penetapan calon kepala desa terpilih yang 
disampaikan oleh panitia pemilihan.

(2) Bupati menetapkan keputusan tentang pengangkatan 
kepala desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal diterimanya laporan dari Badan 
Permusyawaratan Desa melalui Camat.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
berlaku sejak tanggal pelantikan.

(4) Jadwal pelantikan calon kepala desa terpilih 
dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 
diterbitkannya keputusan Bupati tentang pengangkatan 
kepala desa terpilih.

(5) Dalam hal terdapat perselisihan atas hasil pemilihan 
Kepala Desa, Kepala Desa terpilih dapat disahkan 
setelah dilakukan penyelesaian perselisihan oleh Bupati 
berdasarkan rekomendasi panitia pemilihan kabupaten 
dengan mempertimbangkan jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2).

(6) Calon Kepala Desa terpilih yang disahkan sebagai Kepala 
Desa pada saat pelantikan diberikan petikan Keputusan 
Bupati.

Pasal 93

(1) Bupati dapat menunjuk pejabat lain untuk melantik 
calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
92 ayat (2).

(2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Dipindai dengan CamScanner



49

P) Sumiftmt kata-kata irtimpah/janji Krj>filn Desa berbunyi: 
“Demi Allah/Tuhan, aayn Irrsumpnh/berjanji bahwu 
soya ftkmi mcmenuhi krwajilwti snva selaku Kepala Drsa 
dengan nrlwdk bniknva, aejujur- jujurnya, dan scodil- 
ndllnva; bahwn sayn akan selalu loot dalam 
mengamalkan dmi mempertahankan Pancssilfl sffwgni 
dasar negaia; dan liahwa saya akmi menegakknn 
kchidupan dettiokrasi daft Undang-Undnng Dasar Negara 
Kepublik Indonesia Tahun 1045 serfa melakaanakan 
scgalo perauiran perundang-undangan dengnn selurus- 
lunmnya yang l>crlnku bagi Desa, Daerah, dan Negara 
Kcsaluan Republik Indonesia".

(1) Dalmn hal situasi daerah sedang kondisi bencana non 
alam Corona Virus Disease 2019, pelantikan kepala desa 
dapat dilaksanakan secara langsung atau 
virtual/clcktronik.

(2) Dalam hal pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan 
sccara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
a. calon kepala desa terpilih Bersama 1 (satu) orang 

pendamping;
b. Camat beserta Forum Komunikasi Kecamatan;
c. perangkat acara; dan
d. undangan lainnya.

(3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas 
ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

(4) Dalam mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan 
pelantikan secara langsung dapat dilakukan secara 
bertahap dalam 1 (satu) hari.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan 
Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam tata tertib panitia 
dan kesepakatan antara panitia dan calon Kepala Desa.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 
dalam kondisi bencana non aiam Corona Virus Disease 
2019 berlaku sampai berakhimya masa status keadaan 
darurat bencana yang dltetapkan oleh Presiden.

Pada saat Peraturan Bupati int mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Katingan Nomor 63 Tahun 2019 tentang 
Pedoman dan Penganggaran Pemilihan Kepala Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun ,30),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PasoI 94

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 95

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 96
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Pflsfll 07

Pcraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal
ciiundangkan.

Agar sctiap orang mengctahuinya, niemerintahkan 
pengutidangan Pcraturan Bupati ini dengon penempatannya 
dalam Berita Dacrah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan 
pada tanggal \

KATINGAN,

Diundangkan di Kasongan 
pada tanggal ^  ^

TAR1S DAERAH 
»AT^N KATINGAN,

ANG

RITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 
NOMOR fa

Os.
\
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